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LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

TRANSFORMASI MAHKAMAH PELAYARAN MENJADI PENGADILAN
MARITIM GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM

Subjek Penelitian:

1. Peni Pudji Turyanti, S.H., M.H (Mantan Ketua Mahkamah Pelayaran)

2. Adi Karsyaf, S.H., M.H (Panel Ahli dan Mantan Ketua Mahkamah
Pelayaran)

3. Capt Frederick H Roinwowan Ant | (Panel Ahli)

4. Rizky Gustaf, S.H (Kepala Subbagian Perkara dan Persidangan
Mahkamah Pelayaran)

5. Kasino, S.Sos., M.Si (Kepala Subbagian Kepegawaian Umum)

6. Sri Indah Aprianti, S.E., M.M.Tr (Kepala Subbagian Perencanaan
dan Laporan)

7. Didit Iswahyuniarto, S.E (Petugas Persidangan Mahkamah
Pelayaran, Staff Subbagian Administrasi Perkara dan Persidangan -
Mahkamah Pelayaran)

8. Jufri Lanuru, S.E (Fungsional Umum sub Direktorat Tertib Berlayar
Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan RI)

9. Ferry Hikmawan, S.T (Penyusun Bahan Evaluasi Kecelakaan Kapal,
Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai - Kementerian
Perhubungan RI)

10.Erlina Setyaningtyas, S.SiT., M.A (Analis Program Diklat Direktorat
Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

— Kementerian Perhubungan RI)
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11. Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H (Fungsional Peneliti Pada Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah
Agung RI)

12.Dr. Sirojuddin, S.H., M.H (Hakim ad hoc Pengadilan Perikanan
Ranai)

13.Ganjil Sunarto, S.H., M.H., M.M (Hakim ad hoc Pengadilan
Perikanan Jakarta Utara)

14.Hendra Adi Pramono S.H., M.H (Hakim ad hoc Pengadilan
Perikanan Jakarta Utara)

15.Drs. Sutardjo, M.Si (Hakim ad hoc Pengadilan Perikanan Jakarta
Utara)

16.Zainal Abdul Rahman, S.H., M.H (Kepala Seksi Penunjang
Keselamatan dan Penyidikan - Kantor Syahbandar Tanjung Priok)

17.Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M (Dosen Hukum Internasional
Universitas Airlangga)

18. Lutfil Anshori, M.H (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam

Negeri Sunan Ampel Surabaya)

No Pertanyaan penelitian

1. | Bagaimana latar belakang terbentuknya Mahkamah Pelayaran di
Indonesia?

2. | Bagaimana kewenangan Mahkamah Pelayaran yang diberikan
Peraturan Perundang-Undangan?

Bagaimana pengaturan dasar hukum Mahkamah Pelayaran?

Bagaimana implementasi kewenangan Mahkamah Pelayaran di
lapangan?

5. | Apakah ada hambatan terkait dengan operasional Mahkamah
Pelayaran yang menyangkut kewenangan? Jika ada hambatan
yang seperti apa?

6. | Apakah ada kewenangan yang belum diberikan Peraturan
Perundang-Undangan namun sangat dibutuhkan dalam
operasional Mahkamah Pelayaran? Jika ada kewenangan yang
bagaimana?
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7. | Bagaimana operasional Mahkamah Pelayaran dengan aktor
internasional?

8. | Bagaimana proses persidangan berlangsung? (Komparasi dengan
PN)

9. | Bagaimana proses perumusan keputusan?

10. | Bagimana seharusnya bentuk Mahkamah Pelayaran yang
dibutuhkan?

11. | Bagaimana proses berperkara di Mahkamah Pelayaran?

12. | Bagaimana keputusan yang di keluarkan oleh Mahkamah
Pelayaran?

13. | Apakah Mahkamah Pelayaran berpotensi atau dapat
ditransformasikan menjadi Pengadilan Maritim?

14. | Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan proses
transformasi?

15. | Apa yang perlu dikembangkan dari Mahkamah Pelayaran di
Indonesia?

16. | Bagaimana operasional yang dibutuhkan untuk transformasi
Mahkamah Pelayaran? (kedudukan, organisasi, tugas pokok dan
fungsi, sistem koordinasi dan komunikasi, dan sumber daya)

17. | Bagaimana produk akhir yang dibutuhkan untuk Mahkamah
Pelayaran? (Putusan dan Sanksi)

18. | Apakah pernah dilakukan upaya transformasi?

19. | Apa kendala dalam proses transformasi?

20. | Bagaimana bentuk/konsep transformasi Mahkamah Pelayaran
menjadi Pengadilan Maritim di Indonesia?

21. | Bagaimana mengatasi kendala dalam proses transformasi?

22. | Bagaimana urgensi transformasi Mahkamah Pelayaran menjadi
Pengadilan Maritim di Indonesia?

23. | Bagaimana penegakan hukum di laut Indonesia?

24. | Bagaimana efektivitas Pengadilan Perikanan di Indonesia
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Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

MNomer
Klasifkasi
Lampiran
Hal

1. Daszar:

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
Terakreditas BAN-PT "A"

C B A74L nKizoz Jakarta, 17 September 2021
: Biasa

. Satu Lembar

: Parmahonan 1zin Penefitian Kepada

¥ih. Pejabal tersebut dalam ampiran

O

Tempat
Peraturan Presiden RI Momor § Tahun 2011 tentang Universitas Periahanan Rl
Sehagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemenintah,
Keputusan Rekior Unhan Momor KEP/240/XI12020 tanggal 16 Desember
2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Universilas Pertahanan RI Tahun
Anggaran 2021
Keputusan Rektor Unhan Nomar: KEP/Z15TAII2020 tanggal 28 Agustus 2020

tentang Kalender Akademik Program Magister Universitas Pertahanan RI
Tahun Akademik 202002021,

2 Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:

a,

Sebagal syarat kelulusan Program Magister Universitas Perfahanan Republik
Indonesia, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun lesis dan publikasi jumal
limiah yang terkait dengan program studinya.

Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Masional
Unhan Rl an. Dhimas Rudy Haramto, MIM. 120200302007, Nomar HP:
+528970862828, emall; dhimasrudy@gmail.com, bermaksud menyusun fesis
dengan judul: “Transformasi Mahkamah Pelayaran Menjadi Pengadilan
Maritim Guna Mewujudkan Keamanan Maritim”.

3 Berkenazn dengan hal tersebutl mohon dapatnya dizinkan mahasiswa dimaksud
untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan datalangket dan
kelerangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat tersebut dalam
lampiran.

4. Demikian mohan menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

Tembusan:

B g b o pa =

Sakjan Kemhan RI
Rektor Unhan RI
VWarek | Unhan RI
Kasatwas Unhan RI
. Ka LPPM Urnhan Rl
. Karo AK Unhan RI.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
==Ranuiblik Indonasia

' H 5,505, MM, C.Fr.A
#l Muda THI

JL Salemba Raya No.14 Jakarta Telepon 021-29518765
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Larmpiran Surat Rektor Uinhan RI
Nomoe B X740 m<2021
Tanggal .'1?' Seplember 2021

DAFTAR PEJABAT

Or. H. Prim Haryadi.,, SH., MH., Direkiceat Jenderal Badan Peradilan Umurn Umum
Mahkamah Agung RI.

Dr. Zaraf, SH., 5. Sos, M. Hum,, Kepala Badan Penaldian dan Pengembangan dan
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peraditan Mahkamah Agung RI.

Drs. Utut Adiante, Komisi | DPR RL

Dr. Benny Kabur Harman, 5.H., Komisi Il DPR RL

Gilang Dhiela Fararez, S H., LLM., Komisi Il DPR BRI

Kombespol Capt Hermanta, S.H., MM, M.Mar., Direktur Perkapalan dan Kepelautan
Kementerian Perhubungan R

Ir. R. Agus H. Purnomo, MM, Direkiur Jenderal Pernubungan Laut Kementerian
Perhubungan RI.

Ir. Anmad, M.M.Tr, QIA, CFrA, Direklur Kesstuan Penjagean Laut dan Pantai
Kementerian Perhubungan RI.

Dr. Capt. Mugen Suprinatin Sarteto, M.Sc., Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Kementerian Parhubungan RI,

Drs. Budi Sefiyadi, 5.H., M.5i, Dwektur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan RL

DOr. Umar Ars, S H, MM, MH, Kepala badan Penelitian dan Pengembangan
Parhubungan Kementesian Perhubungan RI.

Sri Lestan Rahayu, 5 H., LL M., Ketua Mahkamah Pelayaran RI

R Totok Mukarto, S.H., CN., M.5i., Pt Sekretaris Mahkamah Pelayaran RIL

Kasing, 5. Sos., M.5i, Pit Kasubbag Kepegawaian Umum Mahkamah Pelayaran RI.
Rizky Gustal, 5.H. PR Kasubbeg Perkara dan Persidangan Umuem Mahkamah
Pelayaran RI,

Sni Indah Aprianti, 5.E., MM.Tr, Pit Kasubbag Perencanaan dan Laporan Umum
Mahkamah Pelayaran R

Yuliana Anastasia, 5.5, M.M.Tr., Pt Kasubbag Keuangan dan Perlengakapan Umum
Mahkamah Pelayaran RI

Capt. Bukhar, 5. H., M.Mar., Anggota Panel Ahli Umum Mahkamah Pelayaran Rl
Capt. Frederick H Roimwowan, Anggota Panel Ahli Umum Mahkamah Pelayaran RIL
Capt. Supardi, M.M., Anggota Panel Ahli Umum Mahkamah Pelayaran RI.

Pihak yang berperkara di Mahkamah Pelayaran RI.

Peni Pudji Turyani, Mantan Ketwa Mahkamah pelayaran RI,

Pred. Dr. H Eity R. Agoes, SH., LLM., Guru Besar Hukum Infernasional Universitas
Padiadjaran.

Dr. Tengku Murphi Musmir, S.H., M.H., Perhimpunan Praktisi Hukwm Indonesia.

Liza Farihah, S.H., Direkiur Eksekutif Lembaga Kajian & Advokasi Independensi
Peradilan.

DAFTAR LEMBAGA

Mahkamah Pelayaran Rl, Jakarta.

a.n. Rekior
niversitas Pertahanan
y \ indanesia

u

ekl Muda TNI
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KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
Torakredtas BAN-PT A7

Memar g 3580 po2021 Jakarta, <  November 2021

Klasifikasi - Biasa
Lampiran Satu Lembar

Hal

- Permghanan Izin Peneltian Kepada
ih.  Pejabat tersebul dalam lampiran

di

Tempat
Dasar:

& Peraluran Presiden FI Namer 5 Tahun 2011 fentang Universitas Pertahanan Ri
Sebagai Pergunuan Tinggi yang diselenggerakan oleh Parnerintaln.

b. Keputusan Rektor Unhan MNomor: KEP/240uXII12020 tanggal 16 Dasember
2020 fentang Pregram Kera dan Anggaran Universitas Periahanan Rl Tahun
Anggaran 2021,

¢ Keputusan Rektor Unhan Nomor KERZ1STVINIZ020 tanggal 28 Agugtys 2020
teritang Malender Akademi Program Magistar Universitas Periahanan Rl
Tahun Akademik 202012021,

Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:

a Sebagei syarat kelulusan Program Magister Universitas Pertahanan Republik
Indonesia, bagi mahasiswa diwajibkan menyesun tesis dan publikasi jurnal
iimiah yang terkait dengan program studinya

b Mahasiswa Program Studi Kesmanan Maritim Fakultas Keamanan Masianal
Unhan RI an Dhimas Rudy Harianto, NIM: 120200302007, Momeor HP:
+B26970882826, email: dmasrudy@gmail.com, bermaksud menyusun tesis
dengen judul “Transformasi Mahkamah Pelayaran Menjadi Pengadilan
Maritim Guna Mewujuedkan Keamanan Mantim®™,

a Berkenaan dengan hal tersebul mohon dapatnya ditzinkan mahasiswa dimaksud
uniuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data/angket dan
keterangan termasuk melakukan Observasi Lembaga dan wawancara dengan pejabat
terssbut dalam lampiran.

4, Demikian menjadikan perikea dan terimekasih atas kerjasamanya.

a.n. Rektor
Univarsitas Pertahanan
= e blik Indonesia
arPaklias Keamanan Masional,
Tembusan: 5505, MM, CFr.A
1. Sekjan Kemhan RI ekel Muda THI

2. Rekfor Linhan R

3, Warek | Unhan Rl

4, Kasatwas Unhan RI

5. Ka LPPM Unhan RI

[

. Karo AK Unhan RI.

JI. Balemba Raya No.14 Jakarta Telepon 02126618768
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Lampiran Surat Rektor Unhan RI
Nomor B 2281 IXI2021
Tanggal : § November 2021

DAFTAR PEJABAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MAHKAMAH PELAYARAN
AL BULEVAR GADING TIAUR | - L. (021 4533531 wmﬂ
JAKARTA 14250 FAN. (021) 4509165

Nomor : KPS/ 8XIMP2021 Jakarta, 17 November 2021
Kalsifikasi : Penting
Lampiran
Perihal : Persetujuan Permohonan Penelitian
Kepada
Yth : Dekan Fakultas Keamanan Masional
Universitas Pertahanan
di
Tempat

1. Menujuk Surat Dekan Ketua Program Studi Fakultas Keamanan Masional Universitas
Pertahanan Nomor : B/2741/TX/202] tanggal 17 November 2021 Perihal sebagaimana
tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Mahkamah
Pelayaran memberikan Izin untuk Mengadakan Penelitian kepada Mahasiswa atas nama
DHIMAS RUDY HARTANTO, NIM : 120200302007,

2. Selama mahasiswa dimaksud melaksanakan Penelitian di Kantor Mahkamah Pelayaran,
agar mentaati peraturan yang berlaku di Kantor Mahkamah Pelayaran,

3. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Mahkamah Pelayaran

Sekretaris
Tembusan : R. Totok Mukarte O,SH.,.CN. M.Si
Ketua Mahkamah Pelayaran NIP. 196701221990031001

"'Il'ngﬁdﬂ{un Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportas d
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK

Jin, Padamarang Mo, 4 Telepon : (62-21) 43300054 Fax 43831354
Tanjung Priok 43935405
Jakarta 14310 Email . b _tanjungpriokEdephub. go.id
‘Website - www.dephub.go.id
Nomor :um. b [ &(a4 [qb-1pie f3021 Jakarta, [t Desember 2021
Klasifikasi - -
Lampiran : -
Perihal . Persetujuan Permohanan Izin Penelitian

¥th. Dekan Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan R|

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI
Nomer : BI3381/X1/2021 tanggal 09 November 2021 perihal Permohonan |zin Penelitian,

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kantor Kesyahbandaran
Utama Tanjung Priok dapat menyetujul permohonan izin penelitan dalam rangka
mendapatkan data [ angket dan keterangan termasuk melakukan observasi lembaga dan
wawancara pejabat dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan membawa bukti vaksin
minimal tahap | (pertama) melalui aplikasi peduli lindungi.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terimsa kasih.

KERALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA

Tembusan :

1. Pit. Kabag Tata Usaha Kantor Kesyshbandaran Utama Tpk;

2. Kasubbag Kepegawsian, Umum & Humas Kantor
Kesyahbandaran Utama Tpk.
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Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

- % a L] ma HH [

Wawancaa nga Peni i yanti, .H., M.H

L
il R

[

Wawancara dengan Adi Karsyaf, S.H., M.H
(Panel Ahli dan Mantan Ketua Mahkamah Pelayaran)
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Wawancara dengan Capt Frederick H Roinwowan Ant |
(Panel Ahli — Mahkamah Pelayaran)

b

Wawancara dengan Rizky Gustaf, S.H
(Kepala Subbagian Perkara dan Persidangan Mahkamah Pelayaran)

Wawancara dengan Kasino, S.Sos., M.Si
(Kepala Subbagian Kepegawaian Umum)
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Wawancara dengan Sri Indah Aprianti, S.E., M.M.Tr
(Kepala Subbagian Perencanaan dan Laporan)

y :
7 ¥ !
=k - — "

Wawancara dengan Didit Iswayuniarto, S.E
(Petugas Persidangan Mahkamah Pelayaran, Staff Subbagian
Administrasi Perkara dan Persidangan - Mahkamah Pelayaran)

. 1] % a3 L 1] =] HH [}
Wawancara dengan Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H
(Fungsional Peneliti Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI)
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. SIRODJUDDIN, S H, MH_APENGADIEANNEGERLEANAY

- a2 L (+ ] ma -]

awancara denan r. Sirojddi, .H., M.H
(Hakim ad hoc Pengadilan Perikanan Ranai)

— ;,1.;; e s 7 -
Wawancara dengan Ganijil Sunarto, S.H., M.H., M.M,

Hendra Adi Pramono S.H., M.H, dan Drs. Sutardjo, M.Si
Hakim ad hoc Pengadilan Perikanan Jakarta Utara

Wawancara dengan Jufri Lanuru, S.E
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(Fungsional Umum sub Direktorat Tertib Berlayar Direktorat
Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan RI)

Wawancara dengan Ferry Hikmawan, S.T (Penyusun Bahan
Evaluasi Kecelakaan Kapal, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut
dan Pantai - Kementerian Perhubungan RI)

Wawancarde‘ngan Zainal Abdul Rahman, S.H., M.H
(Kepala Seksi Penunjang Keselamatan dan Penyidikan - Kantor
Syahbandar Tanjung Priok)
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Wawancara dengan Erlina Setyaningtyas, S.SiT., M.A
(Analis Program Diklat Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut — Kementerian Perhubungan RI)

’ - % 2 =) [ ]+] H] o - =

Wawancara dengan Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M
(Dosen Hukum Internasional Universitas Airlangga)

2 . o 1] ] H ]

Wawanara engan Lutfil Anshori, M.H
(Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel Surabaya)
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